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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bungo guna 

meningkatkan efektivitas layanan informasi publik. Dalam pelaksanaannya, penelitian menggunakan metode 

pengembangan sistem waterfall dengan tahapan identifikasi masalah, analisis, perancangan, pengkodean, 

pengujian, dan implementasi. Sistem yang dikembangkan berbasis web dengan menggunakan PHP dan 

MySQL sebagai teknologi utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi PPID yang 

dirancang mampu memfasilitasi proses permohonan informasi, pengelolaan dokumen, serta pelayanan 

informasi publik secara cepat, tepat, dan transparan. Sistem ini dilengkapi fitur login, permohonan informasi, 

pengelolaan kategori dan dokumen, laporan, serta keberatan informasi, yang dapat diakses oleh admin 

maupun pengunjung. Melalui pengujian black box, sistem terbukti berjalan sesuai fungsinya. Dengan adanya 
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sistem ini, diharapkan kualitas pelayanan informasi publik meningkat, partisipasi masyarakat terhadap 

keterbukaan informasi bertambah, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin kuat. Namun, 

sistem masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal keamanan data. Oleh karena itu, pengembangan 

lebih lanjut disarankan untuk meningkatkan perlindungan terhadap data sensitif dan integritas informasi. 

Kata Kunci: PPID, Sistem Informasi, Layanan Publik, Kabupaten Bungo, Transparansi, Keamanan Data. 

1. PENDAHULUAN 

Keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setiap badan publik wajib menyediakan akses informasi yang cepat, 

tepat, dan sederhana kepada masyarakat. Namun, implementasi kebijakan ini sering menghadapi kendala, 

terutama di daerah, seperti keterbatasan sistem informasi, keterlambatan layanan, dan rendahnya transparansi 

[1], [2]. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik masih memerlukan dukungan sistem 

informasi yang andal untuk memastikan hak masyarakat terhadap informasi dapat terpenuhi secara efektif 

[3]. 

Di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

sebelumnya masih menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh pihak eksternal. Keterbatasan akses 

terhadap source code mengakibatkan kesulitan dalam pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Selain 

itu, sistem lama belum sepenuhnya mendukung proses permohonan, keberatan, serta pengelolaan dokumen 

secara terintegrasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas layanan informasi publik karena alur 

pengelolaan informasi tidak dapat berjalan secara efisien dan transparan [4], [5]. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai sistem PPID atau layanan e-government menunjukkan adanya 

manfaat dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi [6], [7], [8] Namun, penelitian tersebut belum banyak 

membahas aspek keamanan data, alur penanganan keberatan, serta evaluasi kinerja sistem secara menyeluruh 

[9], [10]. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk merancang dan mengembangkan sistem PPID yang lebih 

sesuai dengan kebutuhan daerah, bersifat customizable, serta memenuhi standar keterbukaan informasi publik 

[11], [12], [13]. Selain itu, diperlukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pengguna agar sistem yang 

dikembangkan benar-benar dapat diadaptasi oleh setiap unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana 

mengembangkan aplikasi PPID Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bungo. 

Rumusan ini menitikberatkan pada pengembangan sistem informasi berbasis web yang mampu 

mengintegrasikan seluruh proses pelayanan informasi publik dalam satu platform. Dengan pendekatan 

tersebut, diharapkan sistem dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi 

publik secara daring dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Permasalahan ini menjadi dasar bagi 

peneliti untuk melakukan perancangan dan implementasi sistem PPID yang lebih efektif dan efisien sesuai 

kebutuhan daerah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem PPID berbasis web dengan 

menggunakan model waterfall. Penelitian ini juga bertujuan melakukan pengujian fungsional, kinerja, dan 

kegunaan terhadap sistem yang dibangun sehingga dapat memastikan bahwa aplikasi PPID bekerja secara 

optimal. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis manfaat sistem PPID dalam mendukung 

transparansi informasi publik di Kabupaten Bungo. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pelayanan publik 

dapat menjadi lebih cepat, akurat, dan terbuka kepada masyarakat. 

Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, 

penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, serta 

menambah pengetahuan tentang pengembangan sistem informasi berbasis web yang berguna bagi pemerintah 

Kabupaten Bungo dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. Selain itu, penelitian ini dapat 

memberikan wawasan tambahan mengenai penerapan e-government dalam mendukung keterbukaan 

informasi di daerah. Kajian ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai pengembangan 

sistem informasi publik di tingkat pemerintah daerah. 

Bagi pengelola sistem, hasil penelitian ini dapat dijadikan pembanding dengan aplikasi yang telah ada 

sebelumnya. Sedangkan bagi pengguna, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam 

mengakses dan mengetahui informasi publik secara efektif dan efisien di Kabupaten Bungo. Secara praktis, 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian 
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Kabupaten Bungo, yaitu mempermudah proses penyampaian informasi publik melalui aplikasi PPID yang 

dikembangkan secara terintegrasi dan berkelanjutan. penerapan sistem ini juga dapat menjadi acuan bagi 

instansi lain dalam mengoptimalkan tata kelola informasi publik secara digital. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut [14], sistem informasi publik yang digunakan oleh instansi pemerintah daerah sering kali masih 

terbatas pada fungsi dasar penyimpanan dokumen dan belum mampu memberikan pelayanan informasi yang 

cepat dan transparan. [15] menambahkan bahwa permasalahan utama pada sistem tersebut terletak pada 

kurangnya integrasi antarfitur dan ketiadaan sistem yang mendukung proses permohonan serta keberatan 

informasi secara otomatis. Penelitian yang dilakukan oleh [16] menunjukkan bahwa sistem PPID berbasis 

web mampu meningkatkan efisiensi waktu pelayanan publik dibandingkan dengan sistem manual. Temuan 

tersebut diperkuat oleh [17] yang menyatakan bahwa sistem daring berperan besar dalam meningkatkan 

aksesibilitas dan partisipasi masyarakat terhadap layanan informasi publik. 

[18] menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengembangan sistem informasi publik 

adalah kemampuan pengembang untuk memahami kebutuhan pengguna dan menyesuaikan desain sistem 

dengan proses bisnis organisasi. Penelitian oleh [19] menunjukkan bahwa sistem yang dibangun tanpa 

mempertimbangkan keamanan data berisiko tinggi mengalami kebocoran informasi atau kehilangan arsip 

penting. [20] juga menemukan bahwa sistem layanan publik yang tidak memiliki mekanisme user access 

control dan data backup berpotensi menghambat keandalan layanan informasi. Dengan memperhatikan 

temuan-temuan tersebut, pengembangan sistem PPID perlu mengutamakan keamanan data, keandalan 

sistem, serta kemudahan penggunaan bagi masyarakat. 

Menurut [21], keberhasilan implementasi sistem informasi publik sangat dipengaruhi oleh kepuasan 

pengguna akhir (end-user computing satisfaction), yang meliputi persepsi kemudahan, keandalan, dan 

efisiensi penggunaan sistem. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pengguna meningkat 

apabila sistem mampu menampilkan informasi secara jelas, cepat diakses, dan memiliki fitur pencarian yang 

efektif. Pandangan ini sejalan dengan penelitian [22] yang menegaskan bahwa penyajian informasi publik 

yang mudah diakses menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah daerah. Sementara itu, [23] menambahkan bahwa penerapan sistem informasi publik berbasis 

web mendorong transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan. 

[24] dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan metode waterfall dalam pengembangan sistem 

berbasis web efektif untuk proyek yang membutuhkan dokumentasi detail dan tahapan kerja yang jelas. 

Metode ini memudahkan proses pengujian fungsional seperti black-box testing serta evaluasi performa sistem 

sebelum implementasi akhir. [25] menekankan bahwa penggunaan metodologi pengembangan yang 

sistematis dapat mengurangi risiko kegagalan proyek teknologi informasi di lingkungan instansi publik. 

Selain itu, [26] menjelaskan bahwa penggunaan metode pengembangan terstruktur juga berkontribusi 

terhadap peningkatan efisiensi waktu dan akurasi hasil sistem yang dibangun. 

[27] menyatakan bahwa tata kelola teknologi informasi (IT governance) memiliki peran penting dalam 

keberhasilan proyek pengembangan sistem digital di sektor publik. Penerapan kerangka kerja seperti COBIT 

2019 terbukti meningkatkan pengawasan, efisiensi, dan kesinambungan sistem. Menurut [28], keberhasilan 

implementasi sistem informasi publik tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada 

kesiapan kebijakan dan komitmen organisasi dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. [29] 

menambahkan bahwa perancangan sistem PPID yang bersifat fleksibel dan dapat dikustomisasi merupakan 

solusi strategis bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan sistem dengan kebutuhan lokalnya. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Model Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan model pengembangan waterfall, yaitu model klasik dalam rekayasa perangkat 

lunak yang terdiri dari tahap terurutan. Model ini dipilih karena sesuai untuk pengembangan sistem dengan 

kebutuhan yang sudah terdefinisikan dengan jelas. Setiap tahap pada model waterfall harus diselesaikan 

sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga menghasilkan proses yang sistematis dan terstruktur. 

Model ini juga memudahkan dalam pengendalian kualitas karena setiap tahap memiliki keluaran yang dapat 

diuji sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahapan model Waterfall ditunjukkan pada Gambar 1 yang 

menggambarkan alur kerja metode Waterfall. 
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Gambar 1. Tahapan Model Metode Waterfall yang digunakan dalam penelitian 

3.1.1. Requirements definition 

Tahap ini dilakukan untuk  mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna, baik dari sisi masyarkat 

sebagai pemohon informasi maupun dari sisi internal PPID (admin,petugas, atasan). Kebutuhan diperoleh 

melalui wawancara, obsevasi, serta telah dokumen regulasi terkait  keterbukaan informasi publik. Hasil dari 

tahap ini adalah dokumen Software Requirement Specification (SRS). Setiap kebutuhan dianalisis secara 

mendetail untuk memastikan semua aspek fungsional dan non-fungsional sistem tercakup dengan jelas. 

3.1.2. System and Software Design 

Berdasarkan kebutuhan yang telah dihimpun, dibuat desain sistem dalam bentuk diagram UML(Use Case, 

Activity, Sequence, dan Class) serta rancangan basis data. Tahap ini menghasilkan rancangan arsitektur 

sistem, desain antarmuka, dan skema relasi antar entitas  dalam basis data. Diagram UML digunakan untuk 

memvisualisasikan interaksi antara pengguna dan sistem secara rinci. Setiap desain antarmuka dikaji untuk 

memastikan kemudahan penggunaan dan konsistensi antar modul. 

3.1.3. Implementation and Unit Testing 

Pada tahap ini di lakukan codiing menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Setiap 

modul (login, permohonan informasi,keberatan, dokumen, laporan) diimplementasikan sesuai rancangan. 

Setelah itu dilakukan uji unit untuk memastikan bahawa masing-masing modul dapat dijalan sesuai 

spesifikasi. Hasil uji unit dicatat untuk mendeteksi kesalahan lebih awal dan memperbaiki setiap modul 

sebelum integrasi sistem dilakukan. 

3.1.4. Integration and System Testing 

Seluruh modul yang telah diuji unit diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem. Kemudian dilakukan 

pengujian sistem untuk memastikan bahawa seluruh alur proses (melaui dari permohonan informasi, 

pengelola dokumen, hingga laporan) dapat berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan dengan metode 

block-box testing berdasarkan kasus uji yang telah ditentukan. Setiap hasil pengujian dicatat dan dianalisis 

untuk memastikan sistem berfungsi secara konsisten dalam berbagai skenario operasi. 

3.1.5. Operation and Maintance 

Sistem yang telah selesai dikembangkan diimplementasikan pada lingkuan uji coba. Selama tahap ini 

dilakukan pemantauan penggunaan sitem, perbaikan terhadap kesalahan (bug fixing), serta penyempurnaan 

fitur sesuai masukan dari pengguna. Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi masalah performa dan 

memastikan sistem stabil saat digunakan. Perubahan atau pembaruan dilakukan secara bertahap agar setiap 

modul tetap kompatibel dengan keseluruhan sistem. 

3.2. Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi PPID yang dikembangkan benar-

benar menjawab permasalahan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian 
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Kabupaten Bungo. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas PPID, diketahui bahwa 

sistem sebelumnya masih menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bersifat tertutup dan tidak dapat 

dimodifikasi. Keterbatasan akses terhadap source code menyebabkan kesulitan dalam proses pemeliharaan 

dan pengembangan, sementara beberapa proses penting seperti permohonan informasi, keberatan, serta 

pengelolaan dokumen belum terintegrasi dalam satu sistem. Kondisi ini menimbulkan keterlambatan 

pelayanan dan menurunkan efisiensi administrasi informasi publik. 

Dari hasil analisis tersebut, diperoleh kebutuhan utama sistem yang harus dipenuhi. Sistem baru harus 

memiliki kemampuan untuk melakukan proses login dan logout bagi pengguna yang terautentikasi, baik dari 

kalangan masyarakat maupun internal PPID. Selain itu, sistem harus mampu mengelola seluruh alur 

permohonan informasi, mulai dari tahap pengajuan, disposisi, hingga penutupan permohonan, termasuk 

menampilkan status real-time agar pengguna dapat memantau perkembangan permintaan mereka. Fitur 

pengajuan keberatan juga menjadi kebutuhan penting, di mana pengguna dapat mengirimkan surat keberatan 

langsung melalui sistem apabila permohonannya ditolak. Untuk mendukung keamanan dan kemudahan 

akses, sistem harus mengandalkan proses autentikasi berbasis email dan password yang diberikan oleh 

administrator. Sebagai tambahan, sistem dirancang agar dapat terhubung dengan media sosial seperti 

Facebook guna memperluas jangkauan publikasi informasi yang telah disetujui. 

Selain kebutuhan fungsional, analisis juga mencakup kebutuhan non-fungsional yang mendukung 

operasional sistem agar berjalan optimal. Dari sisi perangkat keras (hardware), sistem memerlukan komputer 

atau laptop dengan prosesor minimal Intel Core i3 dual-core, kapasitas memori 2 GB, dan penyimpanan 120 

GB, serta perangkat tambahan seperti mouse, printer, dan flashdisk untuk mendukung aktivitas administratif. 

Sedangkan dari sisi perangkat lunak (software), digunakan sistem operasi Microsoft Windows 10 sebagai 

platform utama, Sublime Text sebagai code editor, web browser untuk pengujian antarmuka, dan paket server 

lokal XAMPP versi 7.4 sebagai lingkungan pengembangan dan pengujian aplikasi. Spesifikasi tersebut dipilih 

karena memiliki kinerja yang stabil dan kompatibel dengan teknologi berbasis web, sehingga mendukung 

proses pengembangan dan pengujian aplikasi secara efisien. 

Analisis kebutuhan ini menjadi dasar utama bagi tahap perancangan sistem pada metode waterfall. Dengan 

mendokumentasikan kebutuhan secara terstruktur, tim pengembang dapat memastikan bahwa setiap fitur 

yang dirancang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi pengguna, serta dapat 

diukur keberhasilannya melalui proses pengujian dan implementasi di tahap berikutnya. Selain itu, hasil 

analisis kebutuhan membantu menentukan prioritas pengembangan fitur yang paling penting untuk 

diterapkan terlebih dahulu. Dokumentasi kebutuhan juga berfungsi sebagai acuan bagi tim penguji dalam 

memvalidasi kesesuaian sistem terhadap harapan pengguna dan regulasi keterbukaan informasi publik. 

Dengan begitu, analisis kebutuhan berperan sebagai fondasi yang memastikan arah pengembangan sistem 

tetap sesuai dengan tujuan awal penelitian. 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Tempat penelitian 

Penelitian melakukan penelitian ini di Dinas Komunukasi Informatika dan Persandian (Diskominfo dan 

Persandian) Kabupaten  Bungo, yang berlokasikan di Jl, Candika, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, 

Jambi 37211. Lokasi ini dipilih karena memiliki akses langsung ke dokumen dan data yang diperlukan dalam 

penelitian. Fasilitas di tempat penelitian mendukung pengumpulan data secara efisien dan akurat. Peneliti 

dapat berinteraksi langsung dengan petugas dan admin untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada 

setiap tahap penelitian. 

3.1.2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 17 Desember 2024 sampai Juni 2025. Waktu tersebut mencakup 

seluruh tahapan penelitian mulai dari identifikasi masalah, analisis, perancangan, hingga pengumpulan dan 

pengolahan data. Tabel 1 menampilkan timeline penelitian secara rinci, yang menunjukkan distribusi kegiatan 

setiap bulan agar mempermudah pemantauan progres penelitian. Setiap aktivitas diatur secara berurutan 

untuk memastikan seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 
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Tabel 1. Rincian timeline Penelitian 

No Uraian Kegiatan 
Desember Januari Februari Maret April Mei Juni 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Identifikasi masalah                             

2 Analisis masalah                             

3 Menentukan tujuan                             

4 Mempelajari literature                             

5 Pengumpulan data                             

6 Analisis system                             

7 Desain system                             

8 Testing tampilan system                             

9 Hasil                             

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Desain User Interface 

4.1.1. Perancang Antar Muka 

Pada halaman login admin terdapat dua textfield yang digunakan untuk memasukkan username/email dan 

password guna mengakses sistem. Antarmuka ini dirancang agar pengguna mudah memahami fungsi setiap 

elemen yang tersedia. Desain sederhana juga membantu mempercepat proses autentikasi pengguna sebelum 

masuk ke sistem. Desain halaman login admin dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Halaman Login Admin 

4.1.2. Halaman Utama (Home) Admin 

Halaman utama merupakan tampilan pertama yang muncul setelah login. Pada tampilan ini akan 

menampilkan menu-menu utama untuk admin yang terdapat di dalam sistem. Setiap menu memiliki fungsi 

berbeda yang mendukung pengelolaan data dan aktivitas dalam sistem. Desain halaman (home) dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Halamn Utama (Home) 

4.1.3. Halaman Permohonan  

Tampilan Permohonan berfungsi untuk menampilkan daftar pengajuan yang dilakukan oleh pengguna kepada 

admin melalui sistem. Setiap pengajuan berisi informasi terkait jenis permohonan, status, serta waktu 

pengajuan. Melalui halaman ini, admin dapat meninjau detail setiap permohonan, melakukan validasi data, 

dan memberikan tindak lanjut sesuai kebutuhan. Dengan adanya fitur ini, proses pengelolaan permohonan 

menjadi lebih terstruktur dan efisien. Desain tampilan halaman Permohonan dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Halaman Permohonan 

4.1.4. Halaman Keberatan 

 Halaman keberatan digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan keberatan secara formal apabila 

permohonan informasi publik ditolak, tidak ditanggapi, diberikan tidak sesuai permintaan, dikenai biaya yang 

tidak wajar, atau diberikan melebihi jangka waktu yang ditentukan. Pada tampilan ini akan menampilkan 

menu keberatan untuk admin yang terdapat di dalam sistem. Fitur ini juga membantu admin dalam melakukan 
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tindak lanjut terhadap pengajuan keberatan yang diterima. Desain halaman keberatan dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

Gambar 5. Halaman Keberatan 

4.1.5. Halaman Dokumen Informasi Publik 

Halaman dokumen informasi publik terdiri atas beberapa kategori yaitu semua kategori, anggaran, laporan 

kinerja, dan strategis. Pada tampilan ini akan menampilkan menu dokumen informasi publik untuk admin 

yang terdapat di dalam sistem. Klasifikasi dokumen ini memudahkan admin dalam mencari dan 

mengelompokkan informasi sesuai kebutuhan pengguna. Desain halaman dokumen informasi publik dapat 

dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6. Halaman Dokumen Informasi Publik 

4.1.6. Halaman  Informasi Diunduh 

Halaman informasi diunduh menampilkan riwayat unduhan dan statistik dokumen yang dapat diakses oleh 

admin. Pada tampilan ini akan menampilkan menu informasi diunduh untuk admin yang terdapat di dalam 
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sistem. Melalui halaman ini, admin juga dapat memantau seberapa sering dokumen diunduh oleh pengguna 

sistem. Desain halaman informasi diunduh dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Halaman Informasi Diunduh 

4.1.7. Halaman Pengguna 

Halaman pengguna adalah daftar pengguna dengan memasukkan nama lengkap, email, dan username. Admin 

akan memberikan password kepada pengguna untuk masuk ke halaman web PPID. Pada tampilan ini akan 

menampilkan menu pengguna untuk admin yang terdapat di dalam sistem. Fitur ini membantu admin dalam 

mengelola data pengguna, baik untuk menambah, mengubah, maupun menonaktifkan akun tertentu. Desain 

halaman pengguna dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Halaman Pengguna 

4.1.8. Halaman Kategori Dokumen 

Halaman kategori dokumen adalah daftar kategori dokumen yang berisi anggaran, laporan kinerja, dan 

rencana strategis. Admin dapat mengakses, menginput, dan menghapus data sesuai kebutuhan sistem. 

Halaman ini berfungsi agar dokumen publik dapat dikelompokkan sesuai jenisnya untuk mempermudah 

pencarian dan pengelolaan informasi. Desain halaman kategori dokumen dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Halaman Kategori Dokumen 

4.1.9. Halaman Dokumen 

Halaman dokumen adalah daftar dokumen publik berdasarkan kategori informasi, jenis informasi, instansi, 

dan tanggal upload. Admin dapat mengakses, menginput, mengedit, melihat, dan menghapus dokumen sesuai 

dengan kebutuhan sistem. Sistem ini juga memungkinkan admin untuk memperbarui dokumen agar informasi 

yang tersedia selalu terkini dan valid. Desain halaman dokumen dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Halaman  Dokumen 

4.1.10. Halaman Laporan 

Halaman laporan menampilkan data mengenai laporan permohonan, statistik dokumen, dan laporan dokumen 

yang telah dikelola oleh admin. Admin dapat melakukan proses reset, mencetak, mengakses, menginput, 

mengedit, melihat, dan menghapus laporan. Fitur ini membantu memantau aktivitas pengelolaan informasi 

publik secara periodik dan terstruktur. Desain halaman laporan dapat dilihat pada Gambar 11. 

 



251 
p-ISSN : 2803-1507    e-ISSN :  2803-1531 

 

Pengembangan Aplikasi Pejabat ...  (M. A. Munawaroh et al.,) 

 

Gambar 11. Halaman  Laporan 

4.1.11. Halaman Pengaturan 

Halaman pengaturan berisi pengelolaan banner, profil, dan tautan media sosial. Admin dapat mengakses, 

mengunggah, menginput, mengedit, melihat, dan menghapus data pada menu ini. Fitur pengaturan ini 

berfungsi untuk memperbarui tampilan serta konten informasi publik yang disajikan dalam sistem agar tetap 

relevan dan informatif. Desain halaman pengaturan dapat dilihat pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Halaman  Pengaturan 

4.1.12. Desain Halaman Utama (Home) Pengunjung 

Halaman utama (home) pengunjung merupakan tampilan pertama yang muncul ketika pengguna mengakses 

situs PPID. Pada halaman ini terdapat beberapa informasi seperti beranda, profil, dan permohonan informasi. 

Tampilan ini dirancang dengan tata letak sederhana agar pengunjung dapat dengan mudah menemukan 

informasi yang dibutuhkan. Desain halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 13, sementara tampilan 

halaman profil ditunjukkan pada Gambar 14, dan halaman permohonan informasi pengunjung dapat dilihat 

pada Gambar 15. 

 

Gambar 13. Beranda 



253 
p-ISSN : 2803-1507    e-ISSN :  2803-1531 

 

Pengembangan Aplikasi Pejabat ...  (M. A. Munawaroh et al.,) 

 

Gambar 14.  Halaman Profil  

 

Gambar 15. Halaman Permohonan Informasi Pengujung 

4.2. Testing dan Implementasi 

4.2.1. Testing 

Pengujian pada sisi pengunjung dilakukan untuk mengevaluasi apakah semua fitur yang tersedia dapat 

berjalan sesuai harapan. Aspek yang diuji meliputi halaman beranda, halaman profil, permohonan informasi, 

dan menu login. Tujuan dari pengujian ini adalah memastikan sistem menampilkan informasi dan fitur sesuai 

dengan yang diharapkan pengguna, serta mempermudah navigasi dan interaksi pengguna dengan sistem. 

Hasil pengujian ini disajikan dalam Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Pengguji Black Box Testing  Penggunjung 
No Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil yang diproses Status 

1 
Pengujian 

halaman beranda 

Menampilkan menu beranda, cara daftar 

informasi publik, permohonan infromasi, 

laporan pelayanana, layanan kepuasan 

masyarakat. 

Sisitem dapat menampilkan menu beranda, 

cara daftar informasi publik, permohonan 

infromasi, laporan pelayanana, layanan 

kepuasan masyarakat 

Valid 

2 
Pengujian 

halaamn profil 

Menampilkan menu profil, tugas dan 

wewenang, Sk penetapan , struktur, visi 

dan misi, standar layanan, penggumuman 

infromasi publik. 

Sisitem dapat menampilkan profil, tugas dan 

wewenang, Sk penetapan , struktur, visi dan 

misi, standar layanan, penggumuman 

infromasi publik. 

Valid 

3 

Penggujian 

permohonan 

infromasi 

Menampilkan username, password dan 

daftar akun 

Sistem dapat memapilkan cara atau langkah – 

langkah  untuk membuat permohonan  
Valid 

4 
Penggujian menu 

login 
Masuk dan bisa mengakses sistem utama Sistem mengarahkan  pada halaman beranda Valid 

 

Selain pengujian pada sisi pengunjung, sistem juga diuji pada sisi admin untuk memastikan seluruh menu 

dan fitur yang tersedia dapat berfungsi dengan baik. Pengujian dilakukan pada menu login, halaman 

permohonan, dokumentasi informasi publik, informasi yang diunduh, pengelolaan pengguna, kategori 

dokumen, pengaturan, serta logout. Tujuan pengujian ini adalah untuk memverifikasi bahwa sistem dapat 

menampilkan dan memproses data sesuai kebutuhan admin, serta memastikan semua fitur berjalan tanpa 

kesalahan. Hasil pengujian ini disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Pengujian Black Box Testing Admin 
No Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil yang diproses Status 

1 
Penggujian 

menu login 
Masuk dan bisa mengakses sistem utama Sistem mengarahkan  pada halaman beranda Valid 

2 
Halaman 

permohonan  

Menampilkan  semua permohonan, 

permohonan masuk, permohonan disposisi, 

permohonan diproses, permohonan selesai,  

permohonan ditolak dan keberatan 

Sistem dapat menampilkan semua 

permohonan, permohonan masuk, 

permohonan disposisi, permohonan diproses, 

permohonan selesai,  permohonan ditolak dan 

keberatan. 

Valid 

3 
Dokumentasi 

informasi public 

Menampilkan semua kategori, anggaran, 

laporan kinerja, dan rencana strategis 

Sistem dapat Menampilkan semua kategori, 

anggaran, laporan kinerja, dan rencana 

strategis. 

Valid 

4 
Infromasi 

diunduh 

Menampilkan infromasi yang sudah di 

unduh 

Sistem dapat menampilkan infromasi yang 

sudah di unduh 
Valid 

5 Pengguna Menanpilkan daftar pengguna  Sistem dapat menampilkan daftar pengguna Valid 

6 
Kategori 

dokumen 

Menampilkan  daftar dokumen  publik dan 

laporan 

Sistem dapat Menampilkan  daftar dokumen  

publik dan laporan 
Valid 

7 Pengaturan 
Menampilkan  benner, profil dan sosial 

media 

Sistem dapat menampilkan benner, profil dan 

sosial media 
Valid 

8. Logout   Valid 

 

4.2.2. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan bagian penting dari siklus pengembangan sistem itu sendiri. Proses 

implementasi membutuhkan aplikasi untuk perancangan interface serta penulisan coding yang sesuai dengan 

sistem yang telah dirancang dan dianalisis sebelumnya. Perancangan sistem ini menggunakan model UML 

(Unified Modeling Language), yang berfungsi untuk memvisualisasikan proses dan alur kerja sistem, 

termasuk cara pemesanan jasa jahit berbasis website. Setelah perancangan sistem selesai, tahap berikutnya 

adalah implementasi ke dalam program menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. 

Tahap implementasi ini bertujuan untuk merealisasikan desain sistem secara fungsional sehingga dapat diuji 

dan digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis dalam studi ini. 

4.3. Diskusi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berbasis 

web yang dikembangkan mampu mempercepat proses permohonan informasi publik, meningkatkan 

transparansi, serta memperbaiki efisiensi pelayanan di lingkungan pemerintah daerah. Temuan ini 

memperkuat hasil penelitian [6], [7], [8] yang menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik berperan 

penting dalam mempercepat birokrasi dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Keberhasilan 
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sistem ini juga konsisten dengan pandangan [14] yang menyatakan bahwa strategi adopsi teknologi digital 

oleh pemerintah daerah bergantung pada kesesuaian desain sistem dengan kebutuhan pengguna lokal. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan pengguna menjadi faktor kunci dalam 

meningkatkan kualitas layanan informasi publik di tingkat daerah. 

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [16], [24], sistem yang dikembangkan 

dalam penelitian ini menunjukkan peningkatan dari segi integrasi fitur, kemudahan penggunaan, dan 

ketepatan fungsi. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada pengembangan sistem layanan publik 

dengan cakupan terbatas, sedangkan sistem PPID yang dihasilkan dalam penelitian ini mencakup alur 

permohonan informasi, keberatan, serta publikasi data secara otomatis. Temuan ini sejalan dengan hasil studi 

[21], [22] yang menunjukkan bahwa kepuasan pengguna meningkat ketika sistem mampu menyediakan 

informasi secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Hasil penelitian ini memperlihatkan kontribusi nyata 

terhadap pengembangan sistem pelayanan publik yang berorientasi pada transparansi dan keterlibatan 

masyarakat. 

Beberapa hasil pengujian juga mendukung efektivitas model pengembangan waterfall yang digunakan, 

sebagaimana dikemukakan oleh [24], [25], bahwa model ini efektif dalam menjaga konsistensi antar modul 

dan memastikan setiap tahap diuji secara sistematis. Hasil black-box testing menunjukkan seluruh fitur 

sistem, mulai dari login hingga pengelolaan dokumen, berjalan sesuai spesifikasi tanpa kesalahan kritis. 

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa aspek keamanan data masih perlu ditingkatkan agar mampu 

menjamin perlindungan terhadap informasi sensitif. Temuan ini sejalan dengan penelitian [19], [20] yang 

menyoroti bahwa sistem informasi publik memiliki potensi kerentanan terhadap kebocoran data apabila tidak 

dilengkapi dengan mekanisme perlindungan seperti data encryption dan user access control. 

Implikasi teoritis dari penelitian ini terletak pada penguatan bukti empiris bahwa pendekatan pengembangan 

sistem berbasis kebutuhan pengguna dapat meningkatkan efektivitas implementasi e-government di tingkat 

daerah. Temuan ini mendukung pandangan [27], [28] bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor 

publik dipengaruhi oleh keselarasan antara desain teknologi dan kesiapan organisasi dalam menjalankan 

prinsip keterbukaan informasi. Dari sisi praktis, aplikasi yang dikembangkan dapat dijadikan acuan bagi 

instansi pemerintah lain dalam mengimplementasikan sistem PPID berbasis web yang efisien dan mudah 

diakses masyarakat. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan, di antaranya belum dilakukan pengujian 

keamanan sistem secara mendalam dan belum melibatkan evaluasi dari pengguna dalam skala besar. 

Keterbatasan tersebut memberikan peluang untuk penelitian lanjutan yang berfokus pada aspek keamanan, 

usability testing, dan integrasi sistem dengan platform layanan publik lainnya. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

berbasis web pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Bungo. Aplikasi yang 

dikembangkan mampu mempermudah proses permohonan informasi publik, mempercepat penyampaian 

data, serta meningkatkan transparansi dan akurasi pelayanan informasi kepada masyarakat. Sistem ini juga 

berperan dalam memperbaiki alur komunikasi antara masyarakat dan instansi pemerintah dengan 

menyediakan mekanisme digital untuk pengajuan permohonan dan keberatan informasi publik. Dengan 

penerapan sistem ini, layanan informasi publik menjadi lebih terstruktur dan dapat diakses secara daring 

sesuai prinsip keterbukaan informasi. 

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada pengembangan fungsionalitas inti sistem informasi dan belum 

mencakup seluruh aspek integrasi maupun keamanan tingkat lanjut. Meskipun memiliki keterbatasan, sistem 

yang dikembangkan telah memenuhi tujuan utama, yaitu mendukung pengelolaan informasi publik yang 

lebih efisien serta mempermudah masyarakat dalam mengakses portal web PPID Kabupaten Bungo. Hasil 

penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa digitalisasi sistem informasi publik di tingkat daerah dapat 

meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan pemerintahan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan sistem berbasis kebutuhan pengguna dapat menjadi strategi 

yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik digital. 

5.2 Saran 
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Beberapa saran diajukan untuk pengembangan sistem PPID di masa mendatang. Pertama, sistem dapat 

dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur tambahan seperti pelacakan status permohonan secara 

real-time, notifikasi otomatis kepada pengguna, serta integrasi dengan sistem pengarsipan digital pemerintah 

daerah. Kedua, aspek keamanan data perlu ditingkatkan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi 

publik, terutama yang berkaitan dengan dokumen permohonan dan data sensitif pengguna. Selain itu, 

pengujian sistem dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak pengguna untuk mendapatkan umpan balik 

yang lebih representatif. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sistem 

dalam mendukung prinsip keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bungo. 
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